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ABSTRAK

i Para penegak hukum hanya boleh mempergunakan kekuatan jika sungguh-
.~ sungguh diperlukan dan hanya sebatas yang dituntut untuk kelancaran pelaksanaan
Bt . . & e addn z .

~ lugasnya. Pemakaian senjata api dianggap sebagai tindakan ekstrim, tidak boleh
- dipergunakan, kecuali ketika tersangka melakukan perlawanan bersenjata atau
- membahayakan kehidupan orang-orang lain,
~ Adapun permasalahan dalam penelitian in1 adalah apa saja sanksi terhadap polisi
~ yang melanggar kode etik dan bagaimana sanksi pelanggaran kode etik dalam kasus
~ salah tembak yang dilakukan anggota kepolisian.
‘Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis norm
‘menguji  dan mengkaji - permasalahan dengan berpangkal

atif, yaitu
pada peraturan

inas POLRI secara langsung. Sedangk
lah tembak oleh anggota POLRI adal

ayah berbeda, pemberhentian baik dengan hormat
ekomendasi, kepada Instansi kepolisian hendaknya secara serius dan benar-benar
perhatikan  setiap  syarat Juga membenahi aluran-aturan  Ketentuan serta
akukan pengawasan Icbih dalam hal mengenai senjata api yang dimiliki oleh
P anggotanya.

Maupun tidak dengan hormat.
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BAB I\

N».iml'“l*“
L sanksi Terhadap Polisi vang Melanggar Kode Fiik
Adapun bentuk sanksi hukum bagi anggota Kepolisian Negara
Repubhk Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang
berlaku di Jingkungan peradilan umum hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat
(1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang
pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI
dijelaskan bahwa -
a. Anggota POLRI yang dijadikan tersangka / terdakwa dapat diberhentikan
sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan
unyai kekuatan hukum tetap.

jabatan dinas POLRI dapat dilakukan

yang memp

k. Pemberhemian sementara dari

secara !angsung.

. Ketentuan tentans tata cara pelaksanaan pemberhemian sementara
sebagaimand di maksud dalam ayal (2) diatur dengan Keputusan Kapoln.
pakan tindak pidand maka

lin tersebut meru

Apabila pelanggaran disip o
penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan {untutan terhadap 11

pidana yang dilakukan sesesual dengan ketentuan dalam Pasal' 12 Peraturan
pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri.
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